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Abstrak Rentetan Wistiwa xngfuta tanah yang
melibatkan militer dan rukyat, xperti funtrok antaru
warga Desa Alas Tlogo Pasuruan ilengan Mninir TNI
Angkatan Laut, membeikan perhatian terxntlii bagi

semua kalangan. Hal tersebut plting untuk dikaji
kembali bagaimana kebijakan penguasaan hak atas

tanah d.alam prundang-undangan ili lrulonesia, dnn

mmgapa xngketa Wnguasaan tanah sering terjatli
antara pemeintah (TNI) dan rakyat. Realitas

monperlihatkan antam kedua belah pihak memang

berfuda latar fulakang dan kebijakan. Pemeintah
cerulerung mmggunakan kekuatan aturan hukum di
atas xgalanya dan masyarukat kukuh dengan budaya
(atlat) yang dianuhrya. Tindakan yang reyesif dan
kebijakan yang berstlat top doum akan banya*

menimbulkan pembercntakan masyarakat. Knrmanya,
pmerintah harus bosifat responsif dan berusha
mengakomodasi kepntingan dan kcmauan rakyat, agar
sangeketa tidak terus berlanjut. Model penyelesaian

sengketa fion litigasi patut tlipertimbangkan xbagai
alternatif penylesaian sengkett yang lebih bersalubat

dengan masyarakat.

Kata Kunci: IIaft Mililq Manfaat, Nott Litigasi,
Yuidis.

' Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo
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PENDAHULUAN

Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan
sangat erat dengan kesejahteraan seseoran& perkembangan

kehidupan keluarga, dan kelompok. Mempertahankan tanah

berarti mempertahankan fudup dan kehidupan. Di samping

bemilai ekonomis, tanah juga secara intriruik mengandung

nilai sangat tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan
tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari jumlah

penguasaanya atas tanah. Semakin banyak tanah yang

dimiliki atau dikuasai seseorang semakin tinggi status

sosialnya, sekaligus dapat dijadikan tolak ukur prestasi

sosial seseorang dan sebagai simbol sosio-kultural suatu

masyarakat.

Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi

kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya

sengketa atau konflik tanah yang sejak dahulu telah

meniadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun

dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Pada masa

pra kolonial atau masa feodal pola hubungan vertikal dalam

p€nguasaan tanah menentukan bentuk sengketa atau konllik
yang silatnya vertikal dan horizontal. Sengketa atau kon{Iik
tanah itu timbul ketika hak rakyat atas tanah terabaikan

melalui legitimasi hubungan "raja dengan rakyat" yang

difrrngsikan untuk mempertahankan atau memperluas

kekuasaan raja melalui proses terlepasnya tanah-tanah

yang digarap rakyat kepada pihak lain yang diberi hak
penguasaan oleh raja.1 Sengketa atau konflik yang terjadi
pada masa pra kolonial atau masa feodal belurrlah begitu

I G|rin w.svitad;, Kcbiialen Agnd./Pert nahaa ytng Bctodeatasi
Kcnkyzt2n dza Bukezdila4 M.kzfah ini dis.np.ikart delaa Semiazr
Nasiond Pcrtaaahan, dieeleaggarekea olch S.koLh Tinggi Pcaaahen
Nasional (STPN) di Yogy*artaTzaggzl -2.6 Pcbruari 1999
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nampak, dan baru nampak secara nyata pada masa

kolonialisme yaitu pada masa peniaiahan Belanda.

Pada periode awal kemerdekaan sampai dengan
pertengahan tahun 1965, bentuk sengketa atau kordlik tidak
lagi berbentuk struktural vertikal tetapi horizontal.
Perubahan bentuk sengketa atau konflik itu disebabkan oleh
perubahan sistem politik ke arah sistem politik plura-listik.
Dalam sistem politik yang pluralistik, rakyat merupakan
aktor politik domirnn sehingga aliansi yang kuat dengan
partai-partai politik yang ada membuka akses rakyat
terhadap politik.z

Pada masa orde baru, bentuk sengketa atau konllik
tanah bersifat struktural vetikal. Perubahan ini terjadi karena
tidak terlepas dari hegemoni negara terhadap rakya!
sehingga muncul pola pergeseran hubungan agraris yang
ada. Munculnya sengketa atau konllik pertanahan tersebut
tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pemerintah
yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, tanpa
memperhatikan dampak dari suatu kebijakan. Pada masa

orde baru kebijakan pertanahan lebih diaralrkan untuk
mendukung kebijakan ekonomi makro, Kebijakan
pertanahan lebih merupakan bagian dari pembangunary
tidak sebagai dasar pembangunan. Kebijakan pertanahan
lebih ditujukan untuk menfasilitasi kebutuhan pemiliL
modal. Hal ini, tentu mengabaikan aspek struktur
penguasaan tanatr, sehingga mmimbulkan berbagai macam

sengketa atau konflik tanah.

Kasus Sengketa tanah yang marak terjadi antara
pemerintah (mimlnya TNI) dan rakyat seperti terjadi pada

TNI Angkatan Darat (Kodam V Brawijaya) dengan warga

2 Noer Ftzi, Pet ai dza Pcaguzsa: Diaaaikz Pct/zlenan Politik
Agraie (lakarta: ff,t 1999), 121-148
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Desa Harjokuncaran Sumbermanjing Wetan Kabupaten
Malang (1990 sampai sekarang), TNI angkatan Udara
Yogyakarta dengan warga Wotgaleh Berbah Sleman

Yogyakarta (19113 sampai sekarang), bentrok petani Rumpin
desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa barat dengan

TNI Angkatan U daru (21-2) Jaruari 2007) dan yang baru saja

terjadi bentrok antara warga Desa Alas Tlogo pasuruan
dengan Marinir TNI Angkatan laut (30 Mei 2004 yang

memakan korban empat warga masyarakat karena

tertembak.c

Menyikapi rentetan p€ristiwa sengketa tanah yang
melibatkan militer dan rakyat, seharusnya pemerintah sudah
tidak pikir panjang lagi untuk melakukan perombakan

kebijakan tanah yang lebih populis dan menindak tegas para

pelaku serta mengevaluasi penguasaan tanah militer baik
untuk kepentingan latihan maupun bisnis militer. Perlu

kiranya untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan

pertanahan dengan pikiran iemih tanPa dibayangi oleh

kepentingan politik.
Dari latar belakang di atas, penulis tergugah untuk

mencoba untuk mengkaji kembali bagaimana kebijakan

penguasaan hak atas bnah dalam perundang-undangan di
Ind,:nesia, dan mengapa sengketa pengu.Baan tanah sering

te{adi antara pemerintah (INI) dan rakyat seringkali

terjadi ?

KONSEPSI PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Penguasaan atas tanah dapat dipakai dalam arti fuik,
dan yuridis. Penguasaan secara yuridis dilandasi oleh h&
yang ditindungi oleh hukum dan umurnnya memberi

kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara

,lr*r Poc,6Jnd Z)l!7
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fisik tanah tersebut. Namun ada juga penguasaan yuridis
yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah
yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan

fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya tanah yang dimiliki
disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasai

secara fisik atau bnah tersebut dkuasai oleh pihak lain tanpa
hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak
penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut
diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara

fisik kepadanya. Selain itu dikenal pula penguasaan yuridis
atas tanah yang tidak memberi kewenangan untuk
menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, sebagai

misal kreditur pemegang hak jaminan atas tanah
mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang
dijadikan agunan, tetapi penguasaarurya secara fisik tetap
pada empunya tanah.4

Berbeda dengan pendapat diatas, Sagipto Rahardjo
berpendapats bahwa penguas.ran atas tanah dalam arti fisik
yakni sebagai hubungan nyata antara seseorang dengan
barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak
memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada
dalam kekuasaannya. Jadi ukuran bagi suatu penguasaan
adalah kenyataan fisik. Oleh karena itu penguasaan bersifat
faktual. Pada umumnya penguasaan dapat diperoleh melalui
dua cara yakni melalui pengambilan (tanpa persetuiuan dad
penguasa sebelumnya), dan melalui proses penyerahan
yaitu dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.

. Bocdi Hareooq Hukum /g*ia ladoacoie: *ier"tr Peabcatubrt
Uadaag-Uodzag Pokok lgzria lei dea Pclzksaaaaaayz, (B.nduag:
Di.ob.an, 1999), 23

I Setiipto Rahardio, Hukuu daa Mzstznka4 (Bandu.g: Argk rq
1986), 103



48 Justitia lslamica, Vol.4/No. 1/JanJuni 2007

Koruepsi penguasaan hak atas tanah berisikan
pc'ngertian serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan
bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mmgenai
tanah yang dihaki. 'Sesuatu" yang boleh, wajib atau dilarang
urrtuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah
yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-
hak penguasaan atas tanah.6

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

P€raturan Dasar Poko-Pokok Agraria atau yang sering

disebut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) hak

penguasaan atas tanah meliputi: Hak Guna Usaha (pasal 28

UIJPA); Hak Guna Bangunan(pasal 35 UUPA); Hak Pakai
(pasal 41); dan hak-hak lainnya yang diatur oleh UUPA dan
Peraturan pelaksanaan lairurya. Hak-hak tersebut berisi
werven:rng dan diberikan oleh hukum kepada pemegang

haknya untuk memakai tanah yang bukan miliknya yaitu
tanah negara atau tanah milik orang lain dengan jangka

waktu tertentu dan untuk keperluan yang tertentu pula.

Jadi hak penguasaan atas tanah itu pada dasamya

merupakan izin negara (selaku organisasi kekuasaan) untuk
memakai tanah dengan kewenangan tertenfu.

Berbeda dengan penguasaan, pemilikan mempunyai

nilai hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia juga

menuniukkan hubungan antara seseorang dengan objek yang

menjadi sasaran pemilikan. Menurut Uli Rasjid? hak milik
itu terdiri dari :

1. Hak untuk memiliki sesuatu. Pemilik berhak untuk
memiliki suatu benda atau barang yang dimilikinya.
Benda atau barang ini barang kali telah dicuri, diberikan

6 Bocdi Hacono, Ilu&ua Agarit ladoocsi4
, Lifi R..siidi, Fil6.Lt Hukad, Apzbh ia? (Beadung: Rcmaia

Ro6da Kery., 1988), 85
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kepada seseorang untuk sementara waktu atas dasar

pinjam, digadaikan, dan lain-lain. Bagaimanapun pemilik
dapat menguasai kembali benda atau barangnya dalam

hubungan tersebut di atas telah selesai. Dalam beberapa

kasus tertentu, pemilik dapat m tuntutan atau

gugatan untuk mengembalikan benda atau barang

miliknya.
2. Hak untuk menggunakan dan menikmati. Pada

dasamya pemilik dapat menggunakan atau menikmati
barang miliknya sesuka hatinya.

3. Hak untuk memakai, mengasingkan atau bahkan
membinasakan.

4. Hak milik jangka waktunya tak terbatas. Pemilik ini
jangka waktunya tak terbatas. Sebaliknya, hak
penguasaan yang bersifat sementara memiliki jangka
waktu yang terbatas. Jika kontrak sewa telah berakhir,
dia harus mengembalikan haknya kepada pemilik benda
atau barang yang disewanya, dan sebagainya.

Kepentingan pemilik terhadap benda atau barang
miliknya, juga tidak terhenti oleh kematian dirinya. Hak
milik itu akan diwariskan sesuai dengan Undang-
undang kewarisan yang berlaku atau atas dasar syarat-
syarat yang termuat dalam testamen.

5. Pemilik juga mernpunyai sifat sisa dalam arti bahwa
waLaupun hak penguasaan telah diserahkan kepada

pihak lain kareru konkak sewa, misalnya, hak-hak yang
tersisa terhadap benda atau barang tersebut tetap melekat
pada pemiliknya. Namuru harus dingat bahwa kekuasaan

yang dimiliki pemilik terhadap benda atau barang
miliknya tidaklah bersifat mutlak. OIeh karma itu
walaupun pemilikan ini tidak dapat dipertmgkarkan,
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masih iuga dipergunakan mungkin dibatasi oleh hukum
yang berlaku.

Pemilikan mempunyai arti dalam hubungannya dengan
kehidupan masyarakat tempat ia diterima sebagai suatu
konsep hukum. Apabila kita membicarakan dalam arti yang
demikian itu, maka kita akan membicarakan pemilikan
dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai katagori yuridis.
Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa
merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan

dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya.a

PEN.KEMBANGAN PENGUASAAN HAK MILIK

Berbicara mengenai perkembangan penguasaaa hak
atas tanah tentu berkaitan erat dmgan politik hukum agraria
yang berlaku dari masing-masing periode. Di dalam hukum
agraria akan membicarakan hukum agraria dalam tataran
praktisnya di dalam kehidupan sehari-hari yakni, mengenai

bagaimana strategi atau mekanisme utnuk
mmgimplementasikan suatu aturan hukum agraria dalam
mewujudkan pemanfaatan sumber-sumber agraria, modal

penguasaan dan mekanisme penguasaannya. Karena setiap

politik hukum agraria yang berlaku tentu membawa
dampak yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan

konctisinya.

Pada masa prakolonial, secara detail tidak cukup
tersedia mengenai bagaimana bentuk dan watak tata

agraria maupun politik hukum agraria pada masa itu,
terutama bentuk dukungan data yang akurat mengenai

penSuasaan tanah dan kelas-kelas sosial desa. Di berbagai

tempat pada masa prakolonial, pola penguasaan tanah

tersentralisasi dalam suatu penguasaan oleh kerajaan (kaum

8 Satlipto Rahardio, //z*urn, 106
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bangsawan), dimana raja merupakan pusat pemerintahan
sekaligus sebagai penguasa tarnh.e

Pada masa prakolonial meskipun penguasaan tanah
terpusat pada raja atau kaum bangsawan. Akan tetapi pada
masa itu juga sudah ada penguasaan secara individual
maupun penguasaan secara kolektif. Menurut Van Setten
Van Der Meer,ro mmyatakan bahwa hak kepemilikan
individual diberlakukan terhadap seseorang petani pioner,
apabila ia sudah membuka lahan baru, maka ia diberi waktu
tiga tahun untuk membangun dan mencetak sawah sebelum
dianggap pantas untuk dikenakan pajak. Jikalau penduduk
desa bekerja sama membuka tanah bagi kepentingan semua
orang maka tanah tersebut menjadi mfik kolektif sebagai

sawah desa.

Penguasaan tanah oleh raja atau penguasa bukan dalam
artian " dimiliki' melainlan penguasaan dalam artian politik
yakni mempunyai hak yuridiksi atas tanah dalam
wilayalurya yang dengan kekuasaan dan pengaruhnya dapat
mereka pertahankan, dan secara teoritis juga mempunyai
hak untuk mmguasai, menggunakan, ataupun menjual hasil-
hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku.u

Pada masa kolonial politik agraria yang dikembangkan
adalah politik agraria kolonial, yang menempatkan tanah
jajahan sebagai tempat mengeruk sumber kekayaan untuk
memenuhi kebutuhan negara penjajah. Ciri pokok politik
kolonial adalah dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan
dependensi.l2

I Eman Raiagukguk, Hukum Agnria, Pola Pengaasaaa Taaab dan
Kcbunhaa Hidup, (lakarta: Chandra Pratama, 1995), 9

aGraawzawfuedi, Kebijzkan Agnria/Pertanzha4 4
It Ibid, 3
D Sanono Kartodirio dan Suryo, Sc/anh Pe*ebunan di lrrdoaesi4

Kajiaa Sosial Ekononi (Yogyakana: Aditya Media 1994), 5
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Pada masa pemerintahan Jepang umumnya tidak ada
perubahan dalam politik agraria. Akan tetapi usaha yang
menonjol dilakukan oleh pemerintah Jepang saat itu adalah
usaha peningkatan produksi pangan untuk kepentngan
ekonomi perang Jepang. Penanaman bahan makanan

dikaitkan dengan kewajiban rakyat mempergunakan syarat-

syarat dalam pembangunan pertanian yang baru.l3

Pendudukan Jepang yang kurang lebih tiga tahun setengah

tela.h membawa rakyat Indonesia ke penderitaan yang sangat
berat terutama terhadap rakyat tani. Selain itu juga tanah-

tanrlh perkebunan menjadi rusak, sehingga menurunkan

ekonomi rakyat.
Pada masa kemerdekaan sampai tahun 1965, setelah

bangsa Indonesia memproklanasikan kemerdekaannya pada

tanggal 77 Agustus 1945 mulailah babak baru. Dimana

rakyat krdonesia sangat mengharapkan dan mendambakan

hidup yang lebih layak karena penjajahan selama kurang
lebih 350 tahun menyebabkan rakyat Indonesia fudup penuh
penderitaan. Oleh karena itu, pengafuran penguasaan dan

pengelolaan sumber daya alam (termasuk tanah) yang

berpihak kepada rakyat kecil sangatlah diperlukan, karena

mengingat agraiche Wet yang masih diberlakukan sangat

tidak sesuai dengan semangat dan watak korstitusi kita
yakni sebagaimana tercermin dalam pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yakni sebagai berikut: " ktmi ilan tanah air tlan kekayaan

aLan yang terkandung diilabmnya dikuasai oleh rcgara d.an

diper gunakan untuk sefu sar-bsarnya kemakmurrn rokyat"

Sedangkan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945

menyebu&an bahwa "demokrasi ekonomi, produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah penilaian

B M. Tauchid, Masalah Agnria Sebagai Mzsalah Penghidupea dan
Ken,zkmonn Rakyat Indoncsia, Bagiaa ll(lakana:'fjaktawal4 1953), 6
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anggota masyarakat Kemakmuran masyarakatlah yang

dutamakary bukan kemakmuran orang perorang".

Selanjutnya dikatakan "Burni, air dan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran
rakyat sebab itu harusnya digunakan oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Dari cita-cita s€rta vyatak yang terkandung dalam
pasal'33 UUD 1%5 beserta penjelasan tersebu! maka
pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1948 membentuk

"Panitia Agraria Yogyakarta', pembentukan panitia ini
berdasarkan pada Pmetapan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 tanggal 21 Mei tahun 19rE "Panitia Agraria
Yogyakartao ini diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo dan
beranggotakan pejabat-peiabat dari berbagai kementrian dan

iawatar! anggota-anggota badan KMP yang mewakili
organisasi-organisasi tani dan daerall ahli hukum adat, dan
wakil dari serikat buruh perkebunan-perkebunan Republik
Indonesia.

Tugas yang diinginkan adalah segera mengadakan
perubahan hukum agraria kolonial yang berlaku pada waktu
itu dengan maksud untuk menciptakan suasana hukum yang
mampu menjadikan bumi, air dan ruang angkasa serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber

kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia

secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan pasal 33

UUD 1945.1r Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya
pada tanggal 24 September 1960 rancangan UUPA itu
disahkan oleh presiden Soekamo meniadi Undang-Undang

!a rlbdu.rehma!, Bcbeapa Pcaikiraa Tcnazng Pcaiab.r.n
ketcaauza hek Milik .t r Teaah Mcnurut UUPA kedzlza Peatadzng-
tndazgaa ignriz Nsiooal dzn Peagatunn tertang ltek Milik At s Tanah
r-r.6 R.tgk pclaberaea Landrclotro di fadoaesia (Makalah Semiaat)
(Baaduag: 1984), 3!34



No.S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
(urrPA).

Dengan tidak berlakunya konsep Domein seperti yang
dianut oleh pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian
menggantinya dengan konsep Hak Menguasai Negara.

Pengertian menguasai bukan sebagai pemilik tanah (sumber

agraria) seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1

ULIPA bahwa ' atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD
1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,

bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyart".

Dari perspektif hukum, konsep Hak Menguasai Negara

mengandung pengertian menempatkan negara sebagai

sentral yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber

daya agaria untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat
FIak Mmguasai Negara tersebut dijabarkan dalam rumusan

undang-undang yang memberi wewenang kepada negara

untuk:
a. Mengatur dan menyelmggarakan peruntukan,

prenggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air,

dan ruang angkasa,

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang-or.rng dengan bumi, air dan ruang

angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungarhubungan hukum
antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang

mmgenai bumi air dan ruang angkasa.

I?ada masa Orde tama penggunaan [Iak Menguasai

Negara penrah &laksanakan yalni melalui penguasaan

pendisrtribusian taaa\ (land rcform), yang diatur dalam

Justitia lslamica. Vol.4/No. 1ruanJuni 2007



Mahfiana, Sengketa

Undang-undang No. 56/Prp tahun 1960. Namun di dalam
pelalsanaan lanil rcform tahun 1962-1965, temyata telah

mengalami kegagalan. Mmurut Fauzi, penyebab kegagalan

dari pelaksanan laruL rcform diantNanya: kelambatan praktek-
praktek pemerintah melaksanakan hak menguasai negara;

tuntutan (organisasi) massa petani yang ing.
mendistribusikan tanah secara segera, sehingga menimbul
kan aksi sepihak.ls Sebelum rezim Orde Lama berhasil
melaksanakan programnya dalam bidang agrari4 terjadilah
tragedi nasional dalam tahun 1965 yang kemudian
melahirkan Orde Baru. Rezim ini seiak awal kekuasaannya
telah menhggalkan kebijakan pembangunan Orde [,ama
yang bersifat (rco populis) atau lebih berpihak kepada rakyat
kecil. Dan fokus kebijakan pembangunannya lebih kepada
mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi para
pemilik modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari skategi pembangunan agraria yang
dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru yang bersifat
kapitalig dimana produksi komoditi yang menjadi hajat
hidup orang banyak dilaksanakan oleh para pemilik modal
besar. UUPA (hukum agraria) yang menjadi induk dari
peraturan bidang pertanahan hanya dijadikan sebagai simbul
dan pajangan belaka. Pendelegasian peraturan perundang-
undangan di bidang agraria yang dilakukan oleh pemerintah
Orde Baru terlihat lelas keberpihakannya kepada pemilik
modal besar, bukan melakukan perlindungan kepada rakyat
petani. Dan hal ini bertentangan dengan konsep tanah

berfungsi sosial sebagairnana yang dianut oleh UUPA
(hukum agraria).

15 Noe. Feu?i, PeDgh2ncur.u Populis dzn Peabzagunn
Ktpitalisme: Dinamikz Poliak,lgtria ladoaesia Pascz Koloaial dzlan
Diento Bachriadi cr-al Q^k^fiat 199,7),71
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Peninggalan konsep tanah berfungsi sosial ke konsep
tanah sebagai komoditas yang dianut oleh Pemerintah Orde
Baru dapat terlihat dari aturan-aturan di bawahnya, seperti

"pencabutan hak" (Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang
Pencabutan Flak-hak atas tanah dan benda diatasnya).

"Pembebasan Tanah' (Permendagn No. 15 Tahun 1975

tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, Permendagri No. 2
Tahun 1976 tentang Penggunaan Pembebasan Tanah oleh

pihak swasta). Penataan ruang Undang-undang No. 24

Tahun 7992- Pengadaan tarnh r.mtuk kepentingan

pemrbangunan, untuk kepentingan umum (Kepres No. 55

Tahun 1993), dan yang termuat dalam kebijakan Menteri

Agraria / Kepala BPN Nomor 22 Perusahaan dalam rangka

Penanaman Modal.
Dari paparan di atas dapatlah dikatakan bahwa selama

pemerintahan Orde Baru, UUPA (Flukum Agraria) telah

disimpangkan dari tujuan sebelumnya yakni untuk
memberikan kemakmurarL kebahagiaan dan keadilan bagi

negara dan rakyat, dan kepastian hulum mengenai hak-hak

atas tanah terutama bagi masyarakat petarU.

Di era reformasi yang diawali sejak tahun 1998 hingga

tahun 2007 belum ada perombakan kebijakan pertanahan

yang sangat berarti dan berguna bagi rakyat secara

menyeluruh. Tahun 2005 disahkan Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mmcabut
berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 1993. Akan
tetapi dengan disahkannya Peraturan Presiden ini mendapat

kecaman dari masyarakat luas dan para ISM, mereka

bersama-sama menentang diberlakukannya Perafuran

Presiden tersebut karena dianggap kurang menguntungkan

masyarakat khususnya petani dan mempermudah para
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investor dan pengusaha untuk mendapatkan hak atas tanah.

Menurut maria W. Sumardjonor6 disahkannya Pepres ini
dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum kemikaan
antara pemerintah dengan swasta. Kemudian di Tahun 2005

Peraturan Presiden tersebut diperbaharui lagi dengan

disahkannya Peraturan Presiden No. 65 Tahun
2006.Perubahan yang berpotensi tidak menimbulkan masalah
adalah penghapusan kata "pencabutan hak atas tanah"
dalam Pasal 1 angka3, Pasal 2 dan Pasal 3 karena meluruskan
ke4ancuan antara konsep penyerahan/pelepasan hak atas

tanah dengan pencabutan hak atas tanah.l7

TANAH SEBAGAI SUMBER SENGKETA

Seiak dahulu tanah sudah menjadi sumber sengketa
atau konllik dan tidak jarang menimbulkan korban iiwa.
Sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria
(tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih)
orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan
kepentingannya atas objek y.rng sama, yaitu tanah dan
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.ta Namun
sengketa atau konflik tanah yang teriadi sangat tergantung
kepada kondisi hubungan agraris yang ada. serta sistem
dan kebijkan yang berlaku pada kurun waktu tersebut.

Pada masa prakolonial, bentuk sengketa atau konllik
pertanalnn yang muncul dipengaruhi oleh pola-pola
hubungan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu feodal. Dalam
hubungan ini ada tiga pihak yang berkepentingan terhadap
penguasaan taruh, yaitu raja, priyayi (bangsawan), dan
petani (wong oLk). Walaupun demikian, kekuasaan raja

sKompas 2lJuai 2fr)6
t lbid"
a Guaaven Vinili, Reforaz -lgndz: Pcq'alzaaa Y.ag belurt

Benbfi (Jtkzna: KPla 20M),85
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dalam penguasaan tanah sangat dominan karena dalam
sistem ini tanah adalah milik raja, sementara petani hanyalah
merupakan penggarap tanah yang memiliki banyak
keu'ajiban.

Pada masa kolonial, sengketa atau konllik tanah tidak
hanya terjadi dalam satu struktur kekuasaan feodaf tetapi
juga te4adi dalam suatu pertentangan antara kekuasaan

feoclal yang masih berlaku dalam masyarakat dan kekuasaan

pemerintah kolonial yang bercorak kapitalisme.ts Pada masa

pasca kemerdekaan (1945-1965), kondisi sengketa atau

konflik pertanahan pada zaman ini diwamai dengan adanya

pendudukan tanah-tanah bekas perkebunan asing oleh
rakl'21,20 Pendudukan tersebut di banyak tempat

menLimbulkan berbagai kasus sengketa tanah terutama

antara rakyat dan pihak perkebunan. Sedangkan pada masa

Orde Baru, sengketa atau konflik yang teriadi terkait dengan

kebiiakan pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada

pem.ilik modal dalam melakukan berbagai investasi dengan

maksud meningka&an pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah menempat

kan pemerintah dan swasta sebagai aktor dominan dalam

proses pembangunan yang akhimya menyebabkan muncul

nya sengketa atau konflik.

Dari berbagai sengketa atau konflik agraria (tanah)

yanl; terjadi dapatlah dipahami sebagai suatu proses

akurnulasi faktor produksi, yang dalam hal ini dapat dilihat
sebagai berikut: Wrbma, sengketa atau konflik terjadi da.lam

konteks perebutan sumber daya agraia, dalam sengketa

re Krsim datr Sluhero,dat, Petani daa Koalli* Ageria (AKATIGA,
tnq,72

b M. T^nchid, Meseleb Agie.iz *bagai Mzs*Lb Pet ghidupzn dan
Kcmaloruna Ralqat Indoncsia, Brgian I (Jtkztt*Tiakt*tala 1952),ll
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atau konllik agraria ini yang te{adi sehnamya bukanlah
masalah kelangkaan sumber daya tanatr, melainkan
perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-

besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria
yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat.

Kedua, sr,ngketa atau konflik terjadi dalam konteks

pemaksaan terhadap komoditas tertentu. Pemaksaan untuk
menanarn komoditas yang telah ditentukan melahirkan
konflik-konflik tanah, di sektor pertanian, khususnya sub
sektor perkebunan, konllik tanah muncul akibat penentuan

komoditas yang dimaksudkan untuk mendorong kebutuhan
ekspor.

Ti84 Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks masa

mengambang. Sengketa atau konllik tanah muncul ketika
petani tidak mempunyai kaitan dengan elemen kekuatan
diatasnya. Pada saat petani tidak mempunyai aliansi
kemanapun, posisinya menjadi lemah. Sengketa-sengketa

atau konllik-konllik yang dimunculkan hampir selalu bisa

diredam, dan dihambat oleh kekuasaan sehingga tidak
menjadi meluas. Keadaan ini tentu saia sangat tidak
menguntungkan petani karena kepentingan pada aspirasi

yang selama ini melindungi petani telah hilang pelarangan

petani untuk mengorganisir diri s€c:ua kolektif
memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka dan

memperkuat pcisi tawar mereka.2r

PERT.AWANAN MASYARAKAT PETANI

Sengketa atau konllik tanah muncul karma
disebabkan oleh banyak hal, akan tetapi yang paling
mengedepan akhir-akhh ini disebabkan oleh perebutan

a Kesio d.a Suheadar, Petaai,178.lV)
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sumber daya agrada yang dikuasai oleh mayarakat maupun
yang belum kelihatan dikuasai oleh masyarakat, tetapi sudah
ada dalam penguasaan masyarakat serta berbagai sebab lain
yang meliba&an neg.ua atau tidak.z Gerakan perlawanan
masyarakat, tampaknya sudah lama menjadi perhatian para
alJi. Merrurut Siahaan: perlawanan dan protes sosial
masyarakat tani dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
macam hal ini sesuai dengan apa yang pemah dilakuakan
oleh para ahli, yaitu pendekatan moral ekonomi, pendekatan

Insforis dan pendekatan ekoflorfli politik. B

Pendekatan moral ekonomi, yang menurut Scott

sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin bahwa kehidupan
masyarakat petani ditandai oleh hubungan moral yang

melahirkan suatu moral ekonomi yang lebih "mendahulukan
selamat" (ft/e{ Filst) dan meniauhkan diri dari garis bahaya

(ilanga lirc) *ott menyatakan masyarakat petani menganut

hidup gotong royong tolong menolong dan melihat
pensoalan sebagai persoalan yang kolektif. Sikap ini
disebabkan oleh struktur kehidupan masyarakat petani yang

terjepit dan harus menyelamatkan diri. Selain itu para

petrni juga menganut asas p€merataan, dengan pengertian

membagikan secara sama rata apa yang terdapat di desa,

karena percaya pada hak moral para masyarakat Petani
unhrk dapat hidup secara cukup. 2a

Pendekatan historis, lebih menitikberatkan

perhatiannya pada komunitas kesejarahan yang terdapat

2 liid
D Hotma Si.h.aa, Peabaaglcaagan tcaclubuag Petzai d.lab

Ptogza rcba R.kzt latcaei6ktsi Sebagai Upaye Mcopcrtehrnlan
Subs/stcrrsi, Dia.tt ti 53 Univcrsitao Airlargg^ Q99q,2S -73

a Siroiudia, Eoallik H.* Mink Aas T.nth A.at rz Pcazi deagta
Pctudiateh Kzbtrtztca di Kzbupatca Sunbzwz, Nusz Tcaggza Benq
Tcsio 52 Uoivecites B.awii.y., (1989),
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pada b. -tu masyarakat. 3e*aitaa dengan perlawanan

masyarakat petani, dalam hal ini dipahani sebagai

konsekwensi dari terjadinya penyimpangan dan ancaman

terhadap nilai, norma hadisi atau kepercayaan yang mereka
miliki.

Sementara pendekatan ekonomi pofink, lebih
menitikberatkan pada perlawanan masyarakat petani yang

di dasarkan pada pertirnbangan individual rasional petani

terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan
bahkan mengancam mereka, atau sekurang-kurangnya,
perubahan ini telah dinilai menghalang-halangi usaha yang
mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pada penggunaan tanah untuk kepentingan bangsa

atau negara terdapat keperluan tertentu yang berhubungan
dengan pertahanan dan keamanan seperti instalasi militer.
Penggunaan tanah untuk keperluan demikian tidak
memerlukan pemberian pelayanan langsung dari
masyarakat. Mdahan masyarakat umum sama sekali tidak
dapat bebas memasukinya, kecuali menyangkut pelayanan
kepada masyarakat.

Pada pengguraan tanah untuk kepentingan rakyat
bersama, sifat penggunaan tanah dapat ditentukan menurut
batasan-batasan tertentu. Penggunaan untuk keperluan
pendirian bangunan peribadatan, taman pemakaman

umum, dan lain-lain hanya dimanfaatkan menurut syarat-

syarat tertentu antara lain keperluan yang bertolak dari nilai-
nilai trntu yang sama dari masing-masing kelompok yang
ada dalam masyarakat Tidak semua orang dapat

atau memanfaa&an kecuali berada dalam
lingkup nilai-nilai yang sama. Sebagai misal, seseorang tidak
dapat menggunakan fasilitas untuk dimalamkan di Taman

Makam Pahlawaru kecuali almarhum adalah pahLawan atau
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anggota ABRI. Peggunaan tanah yang demikian tidak
mengandung nilai ekonomis, tetapi penghargaan tertentu
yang tidak dapat dinilai ekomonis, tetapi penghargaan

tertentu yang tidak dapat dinilai deng:rn uang.

Penggunaan tanah untuk keixntingan rakyat sebagai

kesatuan menyangkut juga pelayanan' terhadap keperluan
msyarakat tetapi cenderung dinilai ekonomis, pelabuharu

bandara udara, terminal kendaraan, pasar dan berbagai

tempat umum lainnya merupakan empat-€mpat yang dapat
dipergunakan oleh siapa saia secara langsung asalkan

memenuhi syarat-syarat tertentu yang biasanya

mengandung nilai-nilai ekonomis.2s

MODEL-MODEL PEI.IYELESAIAN SENGKETA PADA
MASYARAKAT

Sengketa adalah fenomena hukum yang dapat terjadi

dimana saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat
oleh ruang dan waktu. Sebagai fenomena hukum, setiap

sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada

suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.26

Konflik seringkali disamakan dengan sengketa, tapi

Nader dan Todd membedalan pengertian confrct
(perselisihan) dan dispute (sengketa), confrct kemudian dapat

dihrdakan lagi meniadi qeconlhct (perselisihan) dan conflict.

Menurut Nader dan Todd, konllik adalah perselisihan yang

hanya meliba&an dua pihak (diadik), sedangkan sengketa

merupakan perselisihan antar dua pihak atau lebih yang

a Rondd Titzhdq Peocapea ,lzts-Az.c Hukutu d2lzd
Pcobtograzt Tzazh Uoak scbcszt-bcszmya Kcmzbtorzn Rz*1tt1 Suztu
Kljita Fibaf2t d2D Tcori t@aeng Pcagztrra t d.D PcD€EuDaaa Trarh di
Iadoaccit,Descfiaei 53 Universitas Aideogg: Sutabaya (1993),41-{2

! Mochamad Muoit, Pcnggunzzo Pengzdilan Neged *bagai
Lembaga Unnk Mcayclcsailaa *ngkctz dalam Mtq,araka4 Descrt si S,
Univcnitzs Airlzzggz (197), 185
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bersifat terbuka dan penyelesaiannya meliba&an pihak
ketigaz

Secara empirik, penyelesaian sengketa atau konllik
agraria (tanah) berlaku norma hukum produk pemerintah
(undang-undang), norma adat, norma agama, dan
pengaturan diri sendiri (self regulation). Pmyelesaian

sengketa menurut undang-undang (litgsi), menghmdaki
adanya penyelesaian dengan melalui prosedur formal dan
tahapan-tahapan yang ditentu-kan oleh undang-undang.

Penyelesaian sengketa atau konllik pada kondisi
masyarakat yang masih sederhana (non litigasi), dimana
hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka
pilihan indtitusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik
yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat
kerakyatan (folk institusions), karena instisusi pmyelesaian
sengketa atau konllik yang bersifat kadisiornl bermakna
sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian
keseimbangan magis dalam masyarakat..2s

Penelitian Moch. Munir (194, ditemulan bahwa
penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa
dalam masyarakat dilakukan dengan tiga cara yakni :

Pertama, diselesaikan sendiri oleh pihak yang bersengketa
(negosiasi), Kedua, diselesaikan dengan bantuan pihak
ketiga (mediasi), dan ketiga, berperkara di Pengadilan. Lebih
lanjut Moch. Munir menyatakan bahwa dengan berdasarkan
dari kasus-kasus yang menjadi fokus dalam penelitian

, Nader dar Todd, Ihc Disputing Process Law in Tcn Societeq
(New YorkColombia Unir.ersity Press, 19?8),14-15

a I Nyomao Nwirya, Konllik dan Budaya Penyelcsaian Konllik
dalaa Masyzrakal Makalah &lam l-okakarya Belajar bcrsama Mengclola
Ko lik &lem Petrgelola.n Sumb€. Daya AIam Tropika Indooesia, (Jcmbec
2000), 4

a Mochamad Munir, Penggraaan Pengadila4 185



64 Justitia lslamica, Vol.4/No. UJanJuni 2007

tersebu! maka faktor yang mempengaruhi pilihan tindakan
penyelesaian sengketa dari aktor-aktor atau pihak-pihak
yang bersengketa apakah menggunakan peradilan formal
atau tidak menggunakan peradilan formal adalah faktor
budaya ftebiasaan, kekeluargaan, menghindari permusuhan)
dan untung rugi (biaya dan waktu).

Masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencipta
kan norma-norma dan mekanisme.mekanisme serta
membangun intitusi-irrtitusi tertentu untuk menyelesaikan

setiap sengketa atau konflik yang muncul dalam masyaraka!
demngan mengacu pada sistem nilai, ekonomi, politik, religi
yang dianut masyarakat. Karena itu, masyarakat memaknai

smgketa atau konllik sebagai bagian dari dinamika

kehidupan sosial. Makna sengketa atau konllik sangat

tergantung pada nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma
yang dianut, serta bentuk-bentuk intitusi sosial yang dibagun

untuk menyelesaikan sengketa atau konllik.
Sistem nilai, norma, politik, ekonomi, keyakinan yang

dianut, dan institusi yang dibangun dalam membina

kehidupan sosial masyarakat juga sangat mempengaruhi

model-model atau bentuk-bentuk penyelesaian sengeketa

atau konJlik yang dikembangkan masyarakat. Menurut

Na<Ier Todd3o model-model atau bmtuk-bentuk penyelesaian

senigeketa atau konflik dalam masyarakat dapat berupa :

Aiudikasi (Model penyelesaian sengketa melalui institusi
pengadilan yang keputusannya mempunyai sifat mengikat

pada pihak-pihak yang bersengketa); Mediasi (Model

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk
membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai

tujuan. Pihak ketiga yang dilibatkan sebagai perantara atau

penengah sifatnya pasil karena keputusan yang diambil

r Nader dan Todd, The Disputiog Process Lecy,l}.li.
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tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang
bersengketa); Arbitrasi (Model penyelesaian sengketa yang
dilakukan oleh pilak ketiga yang keputusannya disetujui
oleh pihak-pihak y*g bersengketa);Negosiasi (Model
penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pihak ketiga,
namun diselesaikan secara kompromi oleh pihak-pihak yang
bersengketa); Pemaksaan atau kekerasan (Model
penyelesaian sengketa yang bersifat memaksa kehendak
kepada salah satu pihak kepada pihak lawan yakni dapat
berupa tindakan fisik seperti melakukan perbuatan hukum
sendiri); Penghindaran (Model penyelesaian sengketa yang
dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak yang paling
lemah menundukkan diri pada pihak yang lebih kuat. Pihak
yang paling lemah ini berupaya untuk melepaskan diri dari
kekuasaan pihak yang lebih kua! misalnya dengan
melakukan pemutusan hubungan sosial) ; Membiarkan saia
(Model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh salah
satu pihak dengan tidak melakukan upaya apapun kepada
pihak lawan).

PENUTUP

Dari pemaparan diatas, sudah terungkap dengan ielas
mengenai kebijakan pertanahan dan sebab-.sebab mengapa
sengketa antara pemerintah GNI) sering terjadi dengan
masyarakat. Antara kedua belah pihak memang berbeda latar
belakang dan kebijakan. Pemerintah cenderurg
menggunakan kekuatan aturan hukum diatas segalanya dan
masyarakat kukuh dengan budaya(adat) yang dianuhya.
Solusi yang harus dilakukan adalah pemerintah hatus arif
dan mencoba untuk memahami kebudayaan masyarakat

serta menerapkan aturan hukum tanpa meninggalkan hadisi
masyarakat yang telah ada.Proses tindakan yang bersifat
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represif dan kebijakan yang bersifat top down bukan
zamannya lagi untuk terus diterapkan, bukan solusi yang
didapat akan tetapi akan lebih banyak menimbulkan
pemberontakan masyarakat dimana-mana. Pemerintah harus
bersifat resporsif dan berusaha mengakomodir kepentingan
dan kemauan rakyaf agar sengeketa tidak terus berlanjut dan
berl:uut-larut. Model penyelesaian sengketa non litigasi patut
dipertimbangkan sebagai altematif penyelesaian sengketa

yang lebih bersahabat dengan masyarakat.
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